
Unggul 1-0 membuat pemain
Argentina semakin percaya diri
menekan pertahanan meski tak
berujung gol. Skor 1-0 untuk
Argentina bertahan hingga jeda.

Pada babak kedua, Pelatih
Indonesia Indra Sjafri melaku-
kan perubahan dengan mema-
sukkan Muhammad Ragil, Mar-
selinus Ama Ola dan Maouri
Ananda Yves Ramli Simon. 

Pergantian ini membuat Indo-
nesia mulai keluar menekan,
dan di menit ke-74, sundulan
Kadek Arel berhasil membobol
gawang Argentina untuk meng-
ubah skor jadi 1-1. Bahkan di
menit 82, Indonesia berbalik
unggul 2-1 saat Maouri Ananda
Yves Ramli Simon mencetak
gol melalui eksekusi penalti. 

Ketua Umum PSSI Erick
Thohir memuji perjuangan Tim-
nas U-20 yang berhasil menun-
dukkan tim unggulan dengan
status peringkat pertama FIFA,
Argentina U-20 dengan skor 2-
1.  "Ini kemenangan bersejarah.
Saya yang menonton pertan-
dingan itu melihat luar biasa per-
juangan para pemain kita.

Apalagi mereka mencetak ke-
menangan dengan come back
setelah lebih dulu tertinggal.
Benar-benar salut. Meski bisa
kalahkan Argentina, tim yang

peringkatnya jauh di atas kita,
ingat jangan sombong atau ju-
mawa," ujar Erick Thohir di
Jakarta, dikutip dari laman resmi
PSSI.                                     (Hit)-d

Data FAO (2023) menunjukkan bahwa
pada tahun 2022 terdapat sejumlah
735,1 juta jiwa penduduk dunia (9,2%)
terancam masalah kekurangan pangan
atau kelaparan.

Berkenaan dengan hal di atas, negara-
negara di dunia telah berkomitmen untuk
mewujudkan Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Sustainable Development
Goals - SDGs) yang mencakup 17 tu-
juan, di antaranya adalah tanpa kemiskin-
an dan tanpa kelaparan. Tanpa kemiskin-
an dan tanpa kelaparan tidak akan terwu-
jud tanpa adanya kedaulatan pangan.

Dalam konteks ini kedaulatan pangan
dimaknai sebagai suatu hak setiap
bangsa dan setiap warga negara untuk
memproduksi pangan secara mandiri
dan hak untuk menetapkan sistem perta-
nian, peternakan, dan perikanan tanpa
adanya subordinasi dari kekuatan pasar.
Namun demikian, pemerintah kita belum
menetapkan kebijakan kedaulatan pa-
ngan sebagai agenda strategis bangsa.
Kita masih menggunakan agenda keta-
hanan pangan.

Dalam hal ini ketahanan pangan di-
maknai sebagai kondisi terpenuhinya pa-
ngan bagi seluruh penduduk, yang tercer-
min dari tersedianya pangan secara
cukup- baik dalam jumlah maupun mu-
tunya-, aman,  merata, dan terjangkau.
Tidak peduli apakah ketersediaan pa-
ngan tersebut tercukupi oleh produksi na-
sional ataupun oleh membanjirnya pro-
duk impor. Pemaknaan inilah yang men-

jadikan negara ini selalu bergantung pada
negara lain untuk mencukupi kebutuhan
pangan nasional

Data Badan Pusat Statistik (BPS) me-
nunjukkan bahwa impor pangan, uta-
manya beras mencapai 854.000 ton pa-
da Semester I tahun 2023. Pada Januari-
Mei 2024 melesat menjadi 2,2 juta ton
atau naik sebesar 165,27%.

Selain beras, negara kita juga masih
rutin mengimpor kebutuhan pangan yang
lain seperti daging sapi, gula, garam,
kedelai, dan susu. Hal ini menunjukkan
bahwa ketergantungan pangan kita
kepada asing masih sangat tinggi.
Kondisi ini jelas kontraproduktif dengan
harapan terwujudnya kedaulatan pangan
yang mendamping kedaulatan negara.

Mewujudkan Kedaulatan Pangan
Melalui Reforma Agraria

Setelah 79 tahun bangsa Indonesia
berdaulat secara politik, sudah se-
mestinya negara ini mampu mewujudkan
kedaulatan pangan sebagai wujud
berdaulat secara ekonomi. Kedaulatan
pangan dapat diwujudkan salah satunya
dengan mengimplementasikan agenda
reforma agraria. Mengapa? Karena
hanya dengan agenda reforma agraria,
struktur penguasaan, pemilikan, penggu-
naan dan pemanfaatan tanah dapat di-
lakukan. 

Ada 3 (tiga) strategi utama dalam
agenda refroma agraria yang dapat
menyokong terwujudnya kedaulatan pa-
ngan, yakni: (1) penataan aset melalui re-

distribusi tanah; (2) penataan akses
melalui pemberdayaan masyarakat; dan
(3) peningkatan partisipasi Masyarakat.
Melalui redistribusi tanah sebagai agenda
utama penataan aset, akan meng-
hasilkan jutaan hektare tanah yang dikua-
sai petani dan berpotensi meningkatkan
produksi pangan. 

Melalui pemberdayaan ekonomi
Masyarakat sebagai agenda penataan
akses, berpotensi menciptakan sumber-
sumber pangan baru sebagai penopang
kedaulatan pangan. Melalui peningkatan
partisipasi masyarakat akan menciptkan
self belonging atau rasa handarbeni bah-
wa penyediaan produksi pangan adalah
tanggung jawab bersama seluruh warga
negara.  

Berkenaan dengan hal di atas, maka
peluang percepatan pelaksanaan refor-
ma agraria sebagaimana tertuang dalam
Perpres 62/2023 tentang Percepatan
Pelaksanaan Reforma Agraria perlu diori-
entasikan untuk berkontribusi dalam per-
wujudan kedaulatan pangan. 

Mengingat kedaulatan pangan meru-
pakan prasyarat dari ketahanan pangan.
Mustahil tercipta ketahanan pangan apa-
bila suatu bangsa dan rakyatnya tidak
memiliki kedaulatan atas tanahnya, pro-
ses produksinya maupun  distribusi dan
konsumsi atas pangannya. 

(Penulis adalah Dosen Sekolah Tinggi
Pertanahan Nasional (STPN) & Prodi
Pembangunan Wilayah Fak. Geografi
UGM)-d
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YOGYA (KR) - Badan
Kepegawaian Daerah (BKD)
DIY mengimbau kepada ma-
syarakat yang akan mendaftar
seleksi Calon Pegawai Negeri
Sipil (CPNS) di lingkungan
Pemda DIY untuk tidak melaku-
kan pendaftaran di menit-menit
terakhir. 

Pasalnya berdasarkan pe-
ngalaman selama ini, ada ke-
cenderungan calon peserta
lebih memilih untuk mendaftar di
menit-menit terakhir. Padahal,
banyaknya pendaftar yang men-
gakses pada menit-menit ter-
akhir dikhawatirkan bisa mem-
pengaruhi server. Karena itu un-
tuk mengantisipasi terjadinya
gangguan teknis, calon peserta
diimbau untuk segera melaku-
kan pendaftaran dan mengung-
gah berkas jauh-jauh hari se-
belum batas waktu yang diten-
tukan.

"Bagi mereka yang akan
mendaftar seleksi CPNS kami
ingatkan untuk selalu cermat

dan teliti dalam melengkapi
berkas administrasi. Setelah se-
mua berkas yang dibutuhkan di-
pastikan lengkap, segera diung-
gah atau melakukan pendaf-
taran. Jadi tidak perlu menung-
gu pendaftaran pada menit-
menit terakhir. Hal itu perlu diper-
hatikan untuk mengantisipasi
adanya gangguan teknis," kata
Kepala Badan Kepegawaian
Daerah (BKD) DIYAmin Purwa-
ni di Yogyakarta, Rabu (28/8).

Amin mengatakan, keleng-
kapan berkas merupakan syarat
mutlak bagi setiap peserta selek-
si CPNS untuk dapat mengikuti
tahapan seleksi selanjutnya.
Mengingat kelengkapan berkas
tersebut cukup penting, pihak-
nya mengimbau agar para
pendaftar benar-benar cermat
dan teliti. Jangan sampai karena
mereka kurang teliti sehingga
bisa merugikan diri sendiri.

"Sejauh ini prosesnya terus
berjalan. Jumlah pendaftarnya
belum saya update lagi. Tapi

sampai Selasa (27/8) sore su-
dah ada sekitar 200-300 pendaf-
tar. Sedangkan Rabu (28/8)
siang belum direkap secara de-
tail, karena waktu (pendaftaran)
juga masih lumayan panjang,"
ungkap Kepala BKD DIY.

Amin menambahkan, sampai
saat ini pihaknya belum mene-
mukan kendala yang berarti
dalam proses pendaftaran.
Terlebih panitia sudah menyedi-
akan layanan helpdesk untuk

menjawab segala pertanyaan
yang diajukan peserta.
Kebanyakan pertanyaan sepu-
tar syarat pendaftaran, seperti
kelengkapan berkas dan per-
syaratan akademik. Misalnya,
ada yang bertanya apakah lu-
lusan baru yang belum wisuda
tetapi sudah dinyatakan lulus
dapat ikut mendaftar. 

Pihaknya juga mengimbau
para pendaftar untuk tidak mem-
percayai terhadap tawaran
oknum tidak bertanggung jawab
yang mengaku bisa membantu
proses seleksi. Karena semua
tahapan dilakukan secara objek-
tif dan transparan.  "Para pen-
daftar kami ingatkan agar tidak
mudah percaya dengan adanya
joki atau tawaran dari oknum
yang tidak bertanggung jawab
yang ingin mencari keuntungan
pribadi. Sebab semua tahapan
seleksi CPNS dilakukan secara
transparan, sehingga kemung-
kinan terjadinya kecurangan sa-
ngat kecil," tegasnya.         (Ria)-f

JAKARTA(KR) - Hakim Konstitusi Anwar
Usman mengajukan banding atas putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
dalam perkara pengangkatan Ketua
Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo.
Permohonan banding Anwar Usman diaju-
kan  Selasa (27/8) diwakili kuasa hukum
Franky Saverius Simbolon.

"Pembanding (penggugat) Prof Dr Anwar
Usman SH MH," demikian dikutip dari laman
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
(SIPP) PTUN Jakarta, Rabu (28/8). Ketua
MK RI, Majelis Kehormatan MK (MKMK),
Perkumpulan Masyarakat Bersih +Sejah-
tera, dan Denny Indrayana masing-masing
menjadi tergugat sekaligus pihak terbanding.

Terkait itu, MK pun siap menghadapi ban-
ding Hakim Konstitusi Anwar Usman. "Tentu

MK juga sebagai tergugat itu menyiapkan
diri. Apa yang nanti disampaikan (Anwar
Usman), itu yang kita respons," ucap Juru
Bicara MK Fajar Laksono ditemui di Pusat
Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Bogor
Jawa Barat, Rabu (28/8).

Menurut Fajar, MK selaku tergugat dalam
perkara itu tidak jadi mengajukan banding.
"Enggak. Kemarin enggak jadi banding, ter-
nyata Pak Anwar Usman yang banding, jadi
ya sudah, kita akan hadapi," tandasnya.

MK sebelum membaca utuh salinan putu-
san dan pertimbangan hukum majelis hakim
PTUN Jakarta, sempat menyatakan akan
mengajukan banding. Kesepakatan bakal
mengajukan banding itu merupakan hasil ra-
pat permusyawaratan hakim (RPH) pada
Rabu (14/8). "Waktu itu kan sebelum mem-

baca putusan secara utuh. Salinan putusan,
pertimbangan hukum (atau) ratio decindeni-
nya belum kita baca utuh. Bahkan, kemudi-
an, kita sudah mau melaksanakan putusan
itu dengan melaksanakan perintah-perintah
putusan PTUN itu, tapi kemudian per-
kembangan terakhir, penggugat (Anwar
Usman) banding, ya, tentu itu harus kita ikuti
mekanismenya," ucap Fajar.

Diketahui bahwa PTUN Jakarta memu-
tuskan mengabulkan sebagian gugatan
Anwar Usman yang mempersoalkan pen-
gangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK pe-
riode 2023ñ2028. "Mengabulkan gugatan
penggugat untuk sebagian," demikian petik-
an amar Putusan Nomor 604/G/2023/
PTUN.JKT yang diterima di Jakarta, Selasa
(14/8). (Ant/Has)-f

Setelah dituangkan dalam catatan, Bawaslu akan
mengkaji terkait potensi pelanggaran dalam kejadi-
an tersebut.

Sementara itu, di hari kemarin sejumlah bakal
calon kepala daerah melakukan pendaftaran di
KPU setempat. Di KPU Jakarta pasangan balon
Gubernur dan calon Wakil gubernur (Cagub-
Cawagub) DKI Jakarta Pramono Anung dan Rano
Karno  melakukan pendaftaran Pilkada 2024.

Pasangan bakal Cagub-Cawagub Jakarta ini
kompak memakai peci hitam. Pramono mengena-
kan kemeja hitam berlengan panjang dan syal putih
garis hitam, sedangkan Rano mengenakan kemeja
putih dengan syal merah garis hitam.

Munculnya nama Pramono-Rano yang diusung
PDIP menjadi penjelas, bahwa PDIP tidak jadi
mencalonkan Anies Baswedan yang sebelumnya
sempat santer disebut-sebut.

Pada hari yang sama pasangan Ridwan Kamil-
Suswono juga mendaftar di Kantor KPU Jakarta.
Pasangan ini datang dengan diiringi pawai budaya
serta massa dari partai pengusung Koalisi
Indonesia Maju (KIM) Plus.

Sedangkan, di KPU Jateng, di hari ke-2 KPU se-
tempat menerima berkas pendaftaran pasangan
cagub-cawagub Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen.
Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka turut
mengiringi pendaftaran pasangan ini.

KPU Jatim, kemarin juga menerima pendaftaran
pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestian-
to Dardak sebagai cagub-cawagub di Pilkada Ja-
tim. Pendaftaran petahana Gubernur dan Wakil Gu-
bernur Jatim periode 2019-2024 itu, diiringi arak-
arakan yang menampilkan ragam kebudayaan
Jatim.

Masih dari Jatim, PKB secara mengejutkan men-
gusung sendiri cagub-cawagub, yakni Luluk
Hamidah-Lukmanul Khakim.  Sekjen PKB, Wahid
membenarkan tentang pengusungan anggota
DPR RI Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Khakim
di Pilkada Jatim. Ia menegaskan, Luluk diusung se-
bagai bakal cagub, sedangkan Lukman menjadi
bakal cawagub. Baik Luluk Hamidah maupun
Lukmanul Khakim merupakan kader asli PKB.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menye-
butkan, pasangan Luluk-Lukmanul akan mendaftar
pada hari terakhir masa pendaftaran, yakni Kamis
(29/8). Kemarin keduanya melakukan cek kese-
hatan di sebuah RS di Jakarta.

PDIP dikabarkan  bakal mengajukan Tri
Rismaharini yang kini masih menduduki Mensos.
Dengan demikian tiga cagub di Jatim semua sosok
perempuan. "Mba Luluk ini termasuk kategori ang-
gota DPR yang vokal yang memiliki pemikiran kritis
dan solutif," kata Lukmanul.

Selain itu, ia juga menjelaskan, PKB tidak jadi
mengusung Kiai Marzuki Mustamar yang sebelum-
nya dikabarkan berpotensi maju di pilkada Jawa
Timur. "Saya mendengar kabar beliau (Kiyai Marzu-
ki Mustamar) belum berkenan," kata Lukmanul.

PKS-NasDem berkoalisi resmi mengusung
Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie di Pilkada Jabar.
Juru Bicara PKS Muhammad Kholid mengatakan,
pasangan calon tersebut akan mendaftarkan di
KPU Jabar, Kamis hari ini. Iia berharap pasangan
ASIH yang saling melengkapi itu dapat meraih ke-
menangan pada Pilkada 2024 guna menghadirkan
kemajuan dan keberkahan bagi warga Jawa Barat

Seperti diketahui, Ahmad Syaikhu merupakan
Presiden PKS sejak tahun 2020. Ia meniti karier
politik dengan menjadi anggota DPRD Kota Bekasi,
DPRD Provinsi Jabar, anggota DPR RI, hingga per-
nah menjadi wakil wali kota Bekasi.

Sementara itu, Ilham Akbar Habibie yang meru-
pakan putera Presiden ke-3 RI BJ Habibie adalah
seorang inovator, teknokrat, ilmuwan, sekaligus
pengusaha sukses di bidang teknologi yang me-
nempuh pendidikan di Jerman dan Amerika Serikat.

Sebelumnya,  cagub dan cawagub Jabar
Mulyadi-Erwan Setiawan resmi mendaftarkan diri
ke KPU setempat untuk berkontestasi pada Pilkada
Jabar. Pasanganini diusung Partai Gerindra,
Golkar, Demokrat, PAN dan PSI serta mendapat-
kan dukungan  dari sembilan parpol non parlemen.
Sembilan parpol non parlemen itu yakni Partai
Hanura, Partai Gelora, Partai Garuda, PKN, Partai
Buruh, PRIMA, Perindo, PBB, dan Partai Ummat. 

(Ant/Obi)-f

DALAM SEBULAN
BI Temukan 689 Akun Terindikasi Judol

JAKARTA(KR) - Bank Indonesia (BI) menemu-
kan 689 akun yang terindikasi terlibat perjudian on-
line (judol) dari 27 Penyelenggara Jasa Pemba-
yaran (PJP) dalam waktu empat pekan atau sebu-
lan terakhir.

BI juga menemukan 123 Uniform Resource Lo-
cator (URL) perjudian online dan 150 akun yang
diperjualbelikan di platform e-commerce dan media
sosial dalam waktu empat pekan terakhir. 

"BI telah meminta PJPuntuk mengidentifikasi dan
menginvestigasi, serta melakukan tindaklanjut se-
suai ketentuan peraturan perundang-undangan,
seperti melakukan pemblokiran, penutupan akun,
dan melaporkan penutupan URLterindikasi perjudi-
an online ke Kominfo," ujar Kepala Departemen
Surveilans Sistem Pembayaran dan Perlindungan
Konsumen BI Anton Daryono di Jakarta, Rabu
(28/8).

Sampai akhir Juli 2024, lanjutnya, Kementerian
Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah
menginformasikan kepada BI terkait adanya 504
rekening akun yang terindikasi digunakan untuk

aktivitas judi online.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 431 akun ter-

catat sebagai pengguna PJP, dengan rincian 88
akun teridentifikasi melakukan transaksi wajar dan
343 akun telah teridentifikasi digunakan untuk
transaksi perjudian online, sehingga seluruhnya
telah dilakukan penutupan akun uang elektronik.

Anton menyampaikan, BI selaku otoritas sistem
pembayaran telah mengembangkan supervisory
teknologi, berupa Cyber Patrol dan juga Fraud
Detection System (FDS) untuk mendeteksi aktivi-
tas ilegal. "Dari hasil FDS tersebut, terdapat 1.858
merchant yang tidak sesuai profil dan 147 terbukti
akun ilegal yang telah ditindaklanjuti dengan pe-
mutusan kerja sama merchant," ujar Anton.

Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No
21 Tahun 2024, BI menjadi salah satu anggota
dalam bidang pencegahan perjudian online, yang
diimplementasikan melalui peran aktif dalam mela-
kukan pengawasan secara langsung maupun ti-
dak langsung kepada penyedia jasa pembayaran
atau PJP. (Ant/San)-f

KR-Riyana Ekawati 
Amin Purwani 

Sebelumnya pada Selasa (27/8) malam
KPK  mengumumkan telah memulai penyi-
dikan perkara dugaan korupsi pengelolaan
dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
serta pengadaan barang dan jasa di
Pemerintah Kabupaten Situbondo. Untuk
perkara penyidikan tersebut, kata Tessa,
KPK juga telah menetapkan dua orang ter-

sangka berinisial KS dan EP. 
"Keduanya merupakan penyelenggara

negara Pemerintah Kabupaten Situbondo,"
jelas Tessa. Namun demikian, imbuhnya,
KPK belum memberikan penjelasan lebih
lanjut mengenai identitas maupun perincian
tindak pidana korupsi tersebut.

Sesuai dengan kebijakan KPK, kata

Tessa,  siapa saja pihak yang ditetapkan se-
bagai tersangka beserta perincian perkara
tersebut akan diumumkan setelah
penyidikan rampung. "Jadi, terkait dengan
perbuatan melawan hukum yang dilakukan
oleh para tersangka akan kami umumkan
saat penyidikan perkara ini telah dirasakan
cukup," tegasnya.                                     (Ful)-d


